SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR: W6-U9/ )46 /SKIKPN/PS.05/1/2022

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TANPA INFORMASI

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Menimbang : a. Bahwa Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan lembaga

Mengingat : 1.

2.

peradilan tingkat pertama sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan dengan tugas pokok menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

. Bahwa untuk kelancaran dan terlaksananya tugas-tugas dengan

baik dan tertib, dalam penyelenggaraan peradilan khususnya di
Pengadilan Negeri Pagar Alam, maka perlu ditetapkan Hakim
Pengawas Bidang.

. Bahwa pada saat ini Hakim di Pengadilan Negeri Pagar Alam

berjumlah 08 (delapan) orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua,
sehingga sudah cukup memungkinkan untuk ditetapkan
pembentukan tim penanganan pengaduan masyarakat Pengadilan
Negeri Pagar Alam

Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun Tentang 2009).

Undang — Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang — Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undng Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Umum Lembaran Negara Nomor 158 Tahun 2009).

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Layanan Informasi Publik.



Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga
Keempat

Kelima

7. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang
Penerimaan Tamu.

9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/012/SK/III/
1988, tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi
Kepaniteraan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/O19/SK/VII/
1991, tentang Perubahan Penyempurnaan Pola-Pola Register
Perkara, Keuangan Perkara dan Laporan Perkara.

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/003/SK/II/
1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi.

12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/
1994, tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan
oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/OO7/SK/NIII/
2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan
Lembaga Peradilan.

14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/
VIII/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peradilan.

15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/145/SK/VIII/
2007, tentang Memberlakukan Buku IV tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.

MEMUTUSKAN

Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam
Nomor: W6-U9/ 1682 /SK/KPN/PS.05/11/2021 Tentang Tim
Penanganan Pengaduan Masyarakat Tanpa Informasi Pengadilan
Negeri Pagar Alam.

Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Tanpa
Informasi Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam Tahun 2022 Dengan
Susunan Sebagaimana Terlampir.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Semua Biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan
kepada anggaran Pengadilan Negeri Pagar Alam

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; PAGARALAM
Pada Tanggal : A

NIP. 1977‘0&:&2062’11/2 1003



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM
NOMOR: W6-U9/ (6& ISKIKPN/PS.05/1/2022

TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TANPA INFORMASI

PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

N NAMA JABATAN KETERANGAN
o
1 2 3
Atasan pejabat
1 | RONI SUSANTA, S.H. penenganan Ketua

pengaduan
masyarakat
Pejabat
Penanganan .

2 | HARMEN, S.H. Pengaduan Panitera
Masyarakat
Petugas

. Penanganan "

3 | DIAH ALAM SARI, S.Psi. Pengaduan Sekretaris
Masyarakat

4 | HABELLY, S.H., M.H. Panmud Perdata

5 | AKHMAD TRI HABIBI, S.H., M.H. P Panmud Hukum

6 | HERDIANSAH, S.H ja‘jv”aabnggung Pit. Panmud Pidana

7 | HURUPIA PISALASA, S.Kom., M.M. | Penanganan Kasubbag

Kepegawaian
Pengaduan Kacibbaa U g
DENI SETIAWAN, S.H., M.H. Masyarakat SEHUREg ThUm
Keuangan
LIKWANYU, S.E. Kasubbag PTIP

Ditetapkan di
Pada Tanggal

PAGARALAM
3JANUARI 2022

EGER!A“




